
PEMERINTAH KABUPATEN
GARUT

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI
PUBLIK

2023



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-
Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 dari
PPID Utama Kabupaten Garut dapat tersusun dengan baik. Laporan ini
disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi PPID Utama
Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku
pengelola dan penyedia informasi publik kepada masyarakat.

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang
bagi PPID Utama Kabupaten Garut dalam mewujudkan keterbukaan
informasi publik di Kabupaten Garut. Di tengah perkembangan
teknologi informasi yang pesat, PPID Utama Kabupaten Garut terus
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan
memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas
tentang kinerja PPID Utama Kabupaten Garut dalam melayani
kebutuhan informasi publik kepada masyarakat. Kami juga berharap
laporan ini menjadi stimulus munculnya masukan dan saran yang
konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di
Kabupaten Garut di masa depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga dengan
terbitnya laporan ini, komitmen PPID Utama Kabupaten Garut dalam
mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Garut dapat
semakin terwujud.

KATA PENGANTAR

 Garut, 14 Maret 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
selaku PPID Utama

Margiyanto, S.H 1



Gambaran Umum

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin
oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Hak ini memungkinkan setiap orang
untuk:

Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan
lingkungan sosial.
Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
memperkuat hak ini dengan menjamin hak warga negara untuk:

* Mengetahui informasi publik.
* Ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
* Berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan
informasi publik. Komitmen ini diwujudkan melalui:

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi
Publik 

      ( https://jdih.garutkab.go.id/detail/PERDA/2014/21 )
Keputusan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.

       ( https://peraturan.bpk.go.id/Details/231128/perbup-kab-garut-no-23- 
       tahun-2018 )

Keputusan Bupati Nomor 366 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar
Informasi Publik yang dikecualikan 

      ( https://jdih.garutkab.go.id/detail/KEPBUP/2022/366 )

Peraturan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam
menyediakan informasi yang berkualitas dan mudah diakses oleh publik.
Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). 

Pemerintah Kabupaten Garut mengajak seluruh masyarakat untuk aktif
memanfaatkan haknya dalam memperoleh informasi publik. Mari bersama-
sama membangun Kabupaten Garut yang transparan, akuntabel, dan
partisipatif.

2

Layanan Informasi Publik
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Sekilas Tentang
PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat
yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Kabupaten Garut

Pembina
Bupati dan 

Wakil Bupati

Atasan PPID
Sekretaris Daerah

PPID
Utama

Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informasika

PPID
Pelaksana

Sekretaris Perangkat Daerah

Tim
Pertimbangan

Asisten Daerah 
Staf Ahli

Kepala SKPD
Kabag Hukum & HAM
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INOVASI LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Klasifikasi aplikasi
merupakan konten yang
berisi aplikasi-aplikasi
internal yang dimiliki oleh
Kabupaten Garut.

Menu ini berisi tayangan
live CCTV di beberapa titik
di Kabupaten Garut.

Klasifikasi
Aplikasi

CCTV

1

2

Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Garut
meluncurkan inovasi Gaspols (Garut
Single Portal Online Services) untuk
meningkatkan transparansi informasi
publik. Gaspols adalah aplikasi web yang
menyajikan informasi terkait
pembangunan daerah dalam berbagai
aspek, seperti:

Ekonomi: Data statistik ekonomi,
potensi investasi, dan perkembangan
UMKM di Kabupaten Garut.
Pariwisata: Informasi objek wisata,
akomodasi, kuliner, dan event wisata
di Kabupaten Garut.
Bencana: Data dan informasi terkait
potensi bencana, kesiapsiagaan, dan
penanggulangan bencana di
Kabupaten Garut.
Kehidupan Sosial: Data statistik
kependudukan, pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial di
Kabupaten Garut.
Kesehatan: Informasi fasilitas
kesehatan, layanan kesehatan, dan
program kesehatan di Kabupaten
Garut.
Jaringan Telekomunikasi: Data dan
informasi terkait ketersediaan jaringan
telekomunikasi di Kabupaten Garut.
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Meliputi beberapa sub menu
untuk menampilkan data
publik yang disajikan secara
analytic terkait smart
government, smart living,
smart economy, dan smart
branding.

Data
Analytics

3



SOSIALIASI PENGELOLAAN
PELAYANAN PPID

Kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik
 Tugas dan Fungsi PPID
Standar Pelayanan
Informasi Publik
Penyelesaian Sengketa
Informasi
Praktik Pengelolaan
PPID

Materi Pokok1PPID Utama Kabupaten Garut menggelar
Sosialisasi Penguatan Pengelolaan PPID
pada tahun 2023. Kegiatan ini melibatkan
partisipasi dari 42 kecamatan dan 33 SKPD
di Kabupaten Garut, yang dilaksanakan
secara virtual melalui platform Zoom
Meeting.

Sosialisasi ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman tentang
pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan
Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun
2008. Selain itu, kegiatan ini juga
diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan informasi publik di Kabupaten
Garut dan memperkuat koordinasi antara
PPID Utama dan PPID Pembantu yang
berada di tiap kecamatan dan SKPD.

Melalui sosialisasi ini, peserta
diharapkan dapat memahami
pentingnya pengelolaan PPID yang
baik, memahami tugas dan fungsi
PPID, serta memahami standar
layanan informasi publik yang harus
diterapkan. Selain itu, peserta juga
diharapkan dapat memahami
mekanisme untuk menyelesaikan
sengketa informasi apabila terjadi.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi
ini, pengelolaan PPID di Kabupaten
Garut akan semakin baik dan kualitas
pelayanan informasi publik kepada
masyarakat pun akan semakin
meningkat. Sebagai tindak lanjut,
disarankan untuk dilakukan sosialisasi
secara berkelanjutan guna
meningkatkan pemahaman tentang
KIP dan pengelolaan PPID. Selain itu,
pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan pengelola PPID serta
pembentukan forum komunikasi PPID
untuk memperkuat koordinasi antar
PPID juga dinilai perlu untuk
dilaksanakan.
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Pelayanan Permohonan
Informasi Publik 2023
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PERMOHONAN MASUK

Jumlah Permohonan Informasi Publik  
= 19 

KEBERATAN

Jumlah Keberatan dari Pemohon = 7

PERMOHONAN SELESAI

Total Permohonan Selesai = 19 (100%)



Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2023
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Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2023
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Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2023
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Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan standar layanan
informasi publik dengan mengacu
pada peraturan terbaru dan standar
nasional.
Mempermudah akses informasi
publik melalui berbagai platform
digital dan media sosial.
Meningkatkan kecepatan dan
ketepatan waktu dalam merespon
permintaan informasi publik.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
informasi publik yang disediakan.
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PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN
INFORMASI PUBLIK


